
48 
 

PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP 

TAX AVOIDANCE  

(Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2013-2017) 

 

Muhammad Rizqie Aris
1
 

Sri Rejeki
2 

1,2
 Program Studi Ekonomi Syariah Pasca Sarjana IAIN Purwokerto 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendapatkan bukti 

empiris tentang coorporate governance yang diproksi oleh komisaris independen, 

kepemilikan institusional dan komite audit terhadap tax avoidance dalam 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2013-2017. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. Sampel yang digunakan sebanyak 10 

perusahaan. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah purposive 

sampling. Metode analisis data menggunakan analisis regresi data panel dengan 

signifikansi 5%. 

Hasil penelitian menunjukkan komisaris independen, kepemilikan 

institusional dan komite audit sebagai proksi coorporate governance tidak 

berpengaruh terhadap tax avoidance baik secara simultan dan parsial, dengan nilai 

determinasi 3.4 % dan sisanya 96.6 % dipengaruhi oleh faktor lain. 

Kata kunci : tax avoidance, komisaris independen, kepemilikan institusional 

dan komite audit. 

ABSTACT 

 The aims of this research is to analyze and to find out a empirical evidence 

about coorporate governance which is proxied by independent comissioner, the 

institutional ownership and the audit comitte on tax avoidance in manufacture 

company listed on the indonesian stock exchange in 2013 – 2017. Populations in 

this study are listed Indonesian stock exchange in 2013 – 2017. The sample used 

was 10 companies. The sampling technique used on this study was purposive 

sampling. Data analyze method was used panel data regression analysis with a 

significance od 5%. 
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 The result of this study showed that independent commissioners, 

institutional ownership and the audit committees as proxy for coorporate 

governance did not affect tax avoidance both simultaneously and partially, with a 

determination value of 3.4% and the remaining 96.6% influenced by other factors. 

Keywords : Tax avoidance, independent commissioners, insituional ownership, 

and audit committees. 

 

PENDAHULUAN 

Pajak memiliki arti penting, 

yang diatur dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia No. 28 tahun 

2007 pasal 21 yaitu kontribusi wajib 

kepada negara yang terhutang oleh 

orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara 

langsung dan  digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. 

Dalam pelaksanaannya, terdapat 

perbedaan kepentingan antara wajib 

pajak dan pemerintah. Bagi wajib 

pajak (perusahaan), pajak merupakan 

biaya atau beban yang akan 

mengurangi laba bersih. Apabila 

perusahaan memperoleh keuntungan 

yang besar maka pajak penghasilan 

yang dibayarkan ke kas negara juga 

besar. Oleh sebab itu wajib pajak 

(perusahaan) berusaha untuk 

membayar pajak sekecil mungkin. Di 

lain pihak, pemerintah memerlukan 

dana untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan yang 

sebagian besar berasal dari 

penerimaan pajak. Adanya 2 

perbedaan kepentingan ini 

menyebabkan timbulnya perlawanan 

pajak dengan melakukan 

penghindaran pajak. Salah satu 

penghindaran pajak yang dilakukan 

wajib pajak adalah tax avoidance, 

yaitu upaya penghindaran pajak 

secara legal yang tidak melanggar 

peraturan perpajakan yang dilakukan 

wajib pajak dengan cara berusaha 

mengurangi jumlah pajak 

terutangnya dengan mencari 

kelemahan peraturan (loopholes) 

(Hutagoal, 2007).  

Menurut data yang dikutip 

Nusantara News (2018) Ekonomi 

Faisal Basri berpendapat tax 

ratio selama 5 tahun terakhir 

menurun. Berdasarkan 

catatannya, tax ratio di 2013 sebesar 

11,3%, 2014 sebesar 10,9%, 2015 
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sebesar 10,8%, 2016 sebesar 10,4%, 

dan 2017 diestimasikannya sebesar 

10,1%. Rasio ini menyatakan jumlah 

pajak yang dikumpulkan pada suatu 

masa berbanding dengan pendapatan 

nasional atau PDB di masa yang 

sama. Tax ratio merupakan salah 

satu indikator untuk menilai kinerja 

penerimaan pajak. Rendahnya rasio 

pajak ini dapat dikarena rendahnya 

kesadaran masyarakat dalam 

membayar pajak, padahal membayar 

pajak merupakan kewajiban bersama 

untuk kesejahteraan rakyat.  

Berdasarkan data rasio pajak 

tersebut menunjukkan target 

penerimaan pajak oleh pemerintah 

belum mencapai target yang 

ditetapkan. Hal ini mengindikasikan 

rendahnya kesadaran masyarakat 

dalam melakukan kewajiban 

membayar pajaknya dan 

diindikasikan adanya aktivitas 

penghindaran pajak yang cukup 

besar. Kewajiban pembayaran pajak 

juga berlaku pada perusahaan-

perusahaan go public di Indonesia. 

Perusahaan memiliki kontribusi yang 

besar terhadap penerimaan negara 

dalam sektor pajak.  

Penghindaran pajak (tax 

avoidance) dapat diawasi dengan 

dilakukan corporate governance. 

Dalam mekanisme corporate 

governance telah diatur penerapan-

penerapan yang harus dilakukan oleh 

perusahaan agar perusahaan dapat 

terus berkembang namun tidak 

melanggar aturan pemerintah, seperti 

tetap patuh dalam hal pembayaran 

pajak (Sari,2014). Dengan adanya 

corporate governance akan 

mendorong perusahaan untuk lebih 

transparansi, accountability, 

responsibility, independency, dan 

fairness (Tandean, 2015). 

Widhianningrum (2012) 

menyebutkan bahwa, mekanisme 

pengawasan dalam corporate 

governance dibagi menjadi dua 

kelompok yaitu internal dan 

exsternal mechanism. Internal 

mechanism adalah cara untuk 

mengendalikan perusahaan dengan 

menggunakan struktur dan proses 

internal seperti rapat umum 

pemegang saham, komposisi dewan 

komisaris, komposisi dewan direksi 

dan pertemuan dengan board of 

directors. Exsternal mechanism 

adalah cara mempengaruhi 
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perusahaan selain dengan 

menggunakan mekanisme internal 

perusahaan seperti pengendalian oleh 

perusahaan dan pengendalian oleh 

pasar. Corporate governance dalam 

penelitian ini diukur 3 (tiga) proksi, 

yaitu kepemilikan institusional,  

komisaris independen dan komite 

audit.  

Beberapa penelitian terdahulu 

pernah dilakukan mengenai pengaruh 

kepemilikan institusional terhadap 

tax avoidance, diantara penelitian 

Alviyani (2016), Swingly (2015) dan 

Sihaloho (2016), menyatakan 

kepemilikan institusional 

berpengaruh signifikan terhadap tax 

avoidance. Sementara itu penelitian 

Diantari (2016), memberikan hasil 

berbeda, yaitu proporsi kepemilikan 

institusional tidak berpengaruh 

signifikan terhadap tax avoidance. 

Penelitian Sari (2014), Sihaloho 

(2015) dan Eksandy (2017) 

menyatakan proporsi komisaris 

independen berpengaruh signifikan 

terhadap tax avoidance. Sedangkan 

penelitian Sandi (2015), Mulyani dkk 

(2018) menunjukkan proporsi 

komisaris independen tidak 

berpengaruh signifikan terhadap tax 

avoidance.  

Corporate governance dalam 

penelitian juga diproksikan dengan 

komite audit, dimana keberadaan 

komite audit juga akan mampu 

meminimalisir manajemen 

melakukan kecurangan-kecurangan 

dalam pemberian informasi 

informasi keuangan kepada 

pemegang saham. Semakin besar 

jumlah anggota komite audit akan 

menunjukkan efektivitas kinerja 

pengawasan. Penelitian Ni Nyoman 

dan I Ketut (2014) dan Sandi (2015) 

membuktikan bahwa komite audit 

berpengaruh terhadap tax avoidance.  

Penelitian Swingly (2014) dan 

Mayasari (2014) memberikan hasil 

berbeda dimana komite audit tidak 

berpengaruh signifikan terhadap tax 

avoidance. 

Tujuan dalam penelitian ini 

untuk membuktikan secara empiris 

pengaruh komisaris independen, 

kepemilikan institusional dan komite 

audit terhadap tax avoidance baik 

cara simultan dan parsial. Dengan 

merumuskan masalah apakah 

komisaris independen, kepemilikan 

institusional dan komite audit 
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berpengaruh terhadap tax avoidance 

baik secara simultan dan parsial. 

TINJAUAN PUSTAKA DAN 

PENGEMBANGAN 

HIPOTESIS 

   Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori keagenan 

menjelaskan hubungan antara satu 

orang atau lebih (principal) 

mempekerjakan orang lain (agent) 

untuk memberikan jasa, kemudian 

memberikan wewenang untuk 

mengambil keputusan kepada 

agen tersebut. Agen dan prinsipal 

memiliki sifat untuk memperoleh 

keuntungan yang semaksimal 

mungkin. Dalam teori keagenan 

juga dijelaskan adanya hubungan 

keagenan, dimana principal 

mendelegasikan wewenang 

kepada agent untuk mengelola 

perusahaan dan mengambil 

keputusan. (Jensen and 

Meckling,1976) 

Perbedaan kepentingan 

agen dengan prinsipal dapat 

menyebabkan konflik yang 

disebut dengan Konflik 

Keagenan. Konflik keagenan 

salah satu indikasinya adalah 

terjadinya asimetri informasi. 

Pandangan agency theory melihat 

penyebab munculnya potensi 

konflik yang mempengaruhi 

kualitas informasi laporan 

keuangan karena adanya 

pemisahan antara pihak prinsipal 

dan agen.  Pemisahan ini akan 

menyebabkan persinggungan 

yang dikarenakan perbedaan 

pandangan antara agen dan 

prinsipal berkaitan dengan 

keputusan berkaitan keuangan, 

dalam hal ini adalah pembayaran 

pajak.  

    Tax avoidance  

Dyreng et al (2008), 

mendefinisikan penghindaran 

pajak avoidance merupakan 

segala bentuk kegiatan yang 

memberikan efek terhadap 

kewajiban pajak, baik kegiatan 

diperbolehkan oleh pajak atau 

kegiatan khusus untuk 

mengurangi pajak. Biasanya tax 

avoidance dilakukan dengan 

memanfaatkan kelemahan-

kelemahan hukum pajak yang 
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terkesan tidak melanggar hukum 

perpajakan. 

Menurut Merks (2007), 

terdapat beberapa cara untuk 

melakukan tax avoidance, yaitu 

sebagai berikut:  

1. Memindahkan subjek pajak 

dan/atau objek pajak ke 

negara-negara yang 

memberikan perlakuan pajak 

khusus atau keringanan pajak 

(tax haven country) atas suatu 

jenis penghasilan (substantive 

tax planning).  

2. Usaha penghindaran pajak 

dengan mempertahankan 

substansi ekonomi dari 

transaksi melalui pemilihan 

formal yang memberikan 

beban pajak yang paling 

rendah (Formal tax planning).  

3. Ketentuan anti avoidance atas 

transaksi transfer pricing, thin 

capitalization, treaty shopping, 

dan controlled foreign 

corporation (Specific Anti 

Avoidance Rule), serta 

transaksi yang tidak 

mempunyai substansi bisnis 

(General Anti Avoidance Rule).  

         Corporate Governance  

a. Komisaris Independen 

Sari (2014), 

menjelaskan bahwa komisaris 

independen adalah anggota 

dewan komisaris yang tidak 

terafiliasi dengan direksi, 

anggota dewan komisaris 

lainnya dan pemegang saham 

pengendali, serta bebas dari 

hubungan bisnis atau hubungan 

lainnya yang dapat 

mempengaruhi kemampuannya 

untuk bertindak independen 

atau bertindak semata-mata 

demi kepentingan perusahaan. 

Komisaris independen akan 

mampu meningkatkan peran 

pengawasan terhadap 

manajemen berkaitan dengan 

pelaporan keuangan khususnya 

berkaitan dengan pembayaran 

pajak. 

b. Kepemilikan Institusional 

Jensen dan Mackling 

(1976) menyataka bahwa 

kepemilikan institusional 

memiliki peranan yang sangat 

penting dalam meminimalisasi 

konflik keagenan yang terjadi 
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antara manajer dan pemegang 

saham. Keberadaan investor 

insitusional dianggap mampu 

menjadi mekanisme 

monitoring yang efektif dalam 

setiap keputusan yang diambil 

oleh manajer.  Hal ini 

disebabkan investor 

institusional terlibat dalam 

pengambilan yang strategis 

sehingga tidak mudah percaya 

terhadap tindakan manipulasi 

laba. Kepemilikan institusional 

adalah kepemilikan saham 

perusahaan yang dimiliki oleh 

institusi atau lembaga seperti 

perusahaan asuransi, bank, 

perusahaan investasi dan 

kepemilikan lain (Tarjo 2008).  

c. Komite Audit 

Menurut sari (2014), 

komite audit adalah suatu 

komite yang beranggotakan 

satu atau lebih anggota Dewan 

Komisaris dan dapat meminta 

kalangan luar dengan berbagai 

keahlian, pengalaman, dan 

kualitas lain yang dibutuhkan 

untuk mencapai tujuan Komite 

Audit. Komite audit telah 

menjadi komponen umum 

dalam struktur corporate 

governance perusahaan publik. 

Komite ini berfungsi sebagai 

pengawasan internal, karena 

BEI mengharuskan semua 

emiten untuk membentuk dan 

memiliki komite audit yang di 

ketuai oleh komisaris 

independen. 

Kerangka Konseptual 

Variabel yang dianalisis 

dalam penelitian ini adalah 

penghindaran pajak (Y), kepemilikan 

institusional (X1), komisaris 

independen (X2), dan komite audit 

(X3). Penghindaran pajak (Y) adalah 

upaya perusahaan dalam 

memperkecil beban pajak yang harus 

di bayarkan, salah satunya dengan 

meminimalisir laba perusahaan. 

Kepemilikan institusional 

(X1) adalah kepemilikan saham yang 

dimiliki oleh pemerintah, perusahaan 

asuransi, investor luar negeri, atau 

bank, kecuali kepemilikan individual 

investor. Besarnya kepemilikan 

instituional di suatu perusahaan akan 

mendorong peningkatan pengawasan 
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yang lebih optimal terhadap kinerja 

manajemen. Alasan inilah yang 

mengharuskan manajemen bertindak 

efisien dalam melakukan keputusan 

bisnis khususnya dalam manajemen 

pajak. Pemegang saham institusi 

akan melakukan pengawasan yang 

optimal dalam manajemen pajak, 

yakni akan mendorong manajemen 

untuk meminimalkan pajak. Dalam 

teori keagenan dikatakan bahwa agen 

dan prinsipal memiliki sifat untuk 

memperoleh keuntungan yang 

semaksimal mungkin, sehingga 

cenderung akan melakukan 

penghindaran pajak (tax avoidance). 

Proporsi dewan komisaris 

independen (X2) adalah persentase 

perbandingan antara komisaris 

independen dengan jumlah anggota 

dewan komisaris lainnya yang 

memegang peranan dalam 

pengawasan manajemen perusahaan. 

Pandangan agency theory melihat 

penyebab munculnya potensi konflik 

yang mempengaruhi kualitas 

informasi laporan keuangan karena 

adanya pemisahan antara pihak 

prinsipal dan agen. Kondisi ini yang 

mempengaruhi perusahaan untuk 

tidak melakukan tax avoidance atau 

menghindari pembayaran pajak. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa 

semakin besar proporsi komisaris 

independen maka tax avoidance akan 

semakin kecil. 

Kualitas audit (X3) adalah 

segala kemungkinan yang dapat 

terjadi saat auditor mengaudit 

laporan keuangan klien dan 

menemukan pelanggaran atau 

kesalahan yang terjadi, dan 

melaporkannya dalam laporan 

keuangan auditan. Dalam agency 

theory dikatakan bahwa adanya 

hubungan antara agent dan principal, 

dimana agen cenderung berusaha 

untuk meningkatkan keuntungan atau 

laba kepada pemegang saham 

(principal), namun melakukan 

penghindaran pajak. Perilaku ini 

yang tidak diinginkan komite audit 

yang cenderung untuk 

meminimalkan perolehan laba 

namun tidak melakukan 

penghindaran pajak (tax avoidance) 

Kerangka konseptual 

berkaitan dengan pengaruh corporate 

governance dan ukuran perusahaan 

terhadap penghindaran pajak dalam 
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penelitian dapat digambarkan 

sebagai berikut : 

Gambar 2.1. 

Kerangka Konseptual 

 

H1 :  Proporsi komisari independen 

berpengaruh signifikan 

terhadap tax avoidance 

H2 :  Kepemilikan institusional 

berpengaruh signifikan 

terhadap tax avoidance 

H3 :   komite audit berpengaruh 

signifikan terhadap tax avoidance 

METODE PENELITIAN 

Populasi dalam penelitian ini 

adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI tahun 2013-2017.  

Pemilihan sampel dilakukan dengan 

menggunakan metode Purposive 

Sampling  yaitu suatu metode 

pengambilan sampel yang 

disesuaikan dengan kriteria-kriteria 

tertentu. Adapun kriteria-kriteria 

yang digunakan dalam penentuan 

sampel pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1) Perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

dan menyajikan laporan 

keuangan audited secara lengkap, 

berturut-turut dan berakhir pada 

31 Desember selama tahun 2013-

2017. 

2) Perusahaan menggunakan satuan 

mata uang rupiah dalam 

penyajian laporan keuangannya 

selama periode tahun 2013-2017. 

3) Perusahaan memiliki laba positif 

selama tahun 2013-2017.  

 

Definisi Operasional dan 

Pengukuran Variabel 

a. Penghindaran Pajak 

Penghindaran pajak (tax 

avoidance) merupakan upaya 

yang dilakukan oleh perusahaan 

untuk memperkecil jumlah pajak 

yang harus dibayarnya dengan 

cara berusaha meminimalkan 

laba perusahaan. Penghindaran 

pajak pada penelitian ini diukur 

Cash Effective Tax Rate (CETR), 

dimana semakin besar CETR 

mengindikasikan penghindaran 

pajak oleh perusahaan semakin 
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rendah. CETR dapat dirumuskan 

dengan : (Kurniasih, 2013) 

CETR =  
Pajak Sebelum Laba

Pajak  Beban 
 

b. Komisaris Independen  

Komisaris independen 

merupakan komisaris yang 

berasal dari luar perusahaan dan 

tidak mempunyai hubungan 

terhadap internal perusahaan baik 

secara langsung maupun tidak 

langsung. Komisaris independen 

merupakan perbandingan jumlah 

anggota komisaris independen 

dengan keseluruhan anggota 

dewan komisaris yang dimiliki 

perusahaan : 

DKI = 
KomisarisDewan 

  Independen Komisaris
 

c. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional 

merupakan besarnya saham yang 

dimiliki institusi. Semakin besar 

kepemilikan institusional 

menunjukkan efektivitas 

pengawasan terhadap 

manajemen. Kepemilikan 

institusional dirumuskan dengan: 

KI = 

Beredar Saham

  Institusi Sahamn Kepemilika
 

d. Komite Audit 

Menurut Sari (2014), 

komite audit adalah suatu komite 

yang beranggotakan satu atau 

lebih. Komite audit dalam 

penelitian ini diukur dengan 

jumlah komite audit diluar 

komisaris independen dibagi 

dengan jumlah seluruh komite 

audit perusahaan. 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier 

berganda bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh komisaris 

independen, kepemilikan 

institusional dan komite audit 

perusahaan terhadap penghindaran 

pajak. Model persamaan regresi 

linier berganda dapat diketahui 

sebagai berikut: 

CETR = α + β1 DKI + β2 KI  + β3KA +  

Keterangan : 

CETR = Penghindaran 

Pajak 

DKI  = Dewan 

Komisaris Independen 

KI  = Kepemilikan 

Institusional 
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KA  = Komite Audit 

α = Konstanta 

 = Koefisien 

regresi 

 = error  

HASIL DAN PEMBAHASAAN 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa pengujian 

asumsi klasik model regresi sudah 

terbebas dari permasalahan 

normalitas, multikolinearitas, 

autokorelas dan 

heteroskedastisitas. Dengan 

demikian model regresi sudah 

tepat digunakan dalam pengujian 

hipotesis dalam penelitian ini. 

Tabel 1  

Hasil Olah Data Regresi Berganda 

 

Sumber : hasil olah data SPSS.  

Berdasarkan tabel di atas, dapat 

di buat persamaan regresi linier 

berganda sebagai berikut: 

Y= 0.174 + 0.062 X1 - 0.046 X2 + 

0.048 X3 

Persamaan regresisi 

tersebut memiliki nilai konstanta 

sebesar 0.174 menyatakan bahwa 

jika tidak ada komisaris 

independen, kepemilikan institusi 

dan komite audit, penghindaran 

pajak adalah 0.174. Dari ketiga 

variabel independen yang 

dimasukan kedalam model regresi 

ternyata tidak semua signifikan. 

Koefisien regresi komisaris 

independen sebesar 0.062 dan 

komite audit sebesar 0.048. Hal 

ini menandakan bahwa setiap 

kenaikan satu satuan komisaris 

independen dan komite audit akan 

mengakibatkan kenaikan tingkat 

tax avoidance sebear 0.062 dan 

0.048. Sedangkan koefisien 

regresi kepemilikan institusi 

sebesar -0.046, hal ini 

menandakan bahwa setiap 

kenaikan satu satuan kepemilikan 

institusi akan mengakibatkan 

penurunan tax avoidance sebesar -

0.046. 
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 Uji Parsial (Uji t) 

Adapun penjelasan masing-

masing variabel dalam uji 

parsial sebagai berikut: 

a. Komisari independen 

mempunyai nilai signifikan 

0.699 lebih besar dari 0.05 

artinya bahwa variabel 

komisaris independen secara 

parsial tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan 

terhadap tax avoidance. Hal 

tersebut diperkuat dengan thitung 

yang lebih kecil dari nilai ttabel 

(0.389 < 1.6759). 

b. Kepemilikan institusi 

mempunyai nilai signifikan 

0.715 lebih besar dari 0.05, 

artinya bahwa variabel 

kepemilikan institusi secara 

parsial tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan 

terhadap tax avoidance. Hal 

tersebut diperkuat dengan thitung 

lebih kecil dari ttabel (-0.368< 

1.6759). 

c. Komite audit mempunyai nilai 

signifikan sebesar 0.536 lebih 

besar dari 0.05 artinya bahwa 

variabel komite audit secara 

parsial tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan 

terhadap tax avoidance. Hal 

tersebut diperkuat dengan thitung 

lebih kecil dari ttabel (0.624 < 

1.6759). 

Uji Simultan (Uji F)  

Uji simultan  (uji F) 

digunakan untuk menunjukkan 

apakah semua variabel 

independen yang dimasukan 

dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen 

(Ghozali, 2009). Hasil uji F 

seperti pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2 

 

 Sumber : hasil olah data SPSS.  

 

Berdasarkan tabel 

anova di atas, diketahui nilai F 

hittung sebesar 0.538 dengan 

nilai siginifikan yang 

menunjukkan 0.659. Nilai 

signifikan lebih besar dari 0.05 

dan nilai Fhitung lebih kecil dari 
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Ftabel (0.538 < 2.7581). Maka 

dapat disimpulkan bahwa 

variabel komisaris independen, 

kepemilikan institusi dan 

komite audit secara bersama-

sama tidak berpengaruh 

terhadap tax avoidance.  

Uji koefisien Determinasi 

(R
2
)  

Analisis koefisien 

determinasi (R
2
) dilakukan 

untuk mengetahui seberapa 

besar persentase sumbangan 

pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

 

     Sumber : hasil olah data SPSS.  

Berdasarkan tabel di 

atas, nilai R square sebear 

0.034, yang berarti bahwa 

sumbangan variabel komisaris 

independen, kepemilikan 

institusi, dan komite audit 

terhadap tax avoidance adalah 

3.4%. dan sisanya sebesar 96.6 

% dipengaruhi oleh faktor 

faktor lain. 

Analisis Hasil Penelitian  

Berdasarkan hasil 

hipotesis dengan uji simultan, 

uji parsial dan determinasi 

menunjukkan bahwa semua 

hipotesis ditolak. Dengan 

kekuatan persentasi 

pengaruhnya antara 

kepemilikan institusi, 

komisaris independen dan 

komite audit terhadap tax 

avoidance sebesar 3.4%. 

sedangkan 96.6% di pengaruhi 

oleh faktor lain yang tidak 

dimasukan kedalam model 

regresi dalam penelitian ini.  

Dalam hipotesis satu 

(H1) menyatakan bahwa 

proporsi komisari independen 

berpengaruh signifikan 

terhadap tax avoidance. 

Berdasarkan hasil di atas, H1 

ditolak. Hal ini menunjukkan 

bahwa tinggi atau rendahnya 

tax avoidance tidak 

ditentukkan oleh komisaris 

independen. Dengan demikian 

memberikan kesempatan 

kepada manajer untuk 

melakukan aktivitas manipulasi 
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laba dan nantinya akan 

menguntungkan persuahaan 

dalam hal perpajakan. 

Hasil penelitian ini 

diperkuat dengan penelitan 

yang dilakukan oleh Sandi 

(2015), Mulyani dkk (2018) 

menunjukkan proporsi 

komisaris independen tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap tax avoidance. Hasil 

penelitian ini menunjukkan 

bahwa keberadaan komisaris 

independen tidak 

mempengaruhi kebijakan 

perusahaan untuk melakukan 

tax avoidance dan keberadaan 

komisaris independen hanya 

sebagai simbol dalam 

memenuhi peraturan BEI. 

Sehingga keberadaan komisaris 

independen tidak dapat 

menunjukkan independensinya 

dalam melakukan pengawasan, 

karena didominasi oleh pihak 

pihak yang terafiliasi dalam 

perusahaan. Pengendalian 

komisaris independen oleh 

pihak pihak yang terafiliasi 

perusahaan akan 

mengakibatkan kurang 

tanggapnya terhadap ada atau 

tidaknya penghindaran pajak 

oleh perusahaan.  

Dalam hipotesis dua 

(H2) menyatakan bahwa 

kepemilikan institusional 

berpengaruh signifikan 

terhadap tax avoidance. Hasil 

uji hipotesis di atas 

menyatakan bahwa H2 ditolak. 

Penelitian ini tidak mendukung 

teori yang sudah ada mengenai 

proporsi kepemilikan 

institusional mempengaruhi tax 

avoidance. Namun, penelitian 

ini mendukung penelitian yang 

sudah dilakukan oleh Diantari 

(2016) yang menyimpulkan 

bahwa tidak terjadi pengaruh 

kepemilikan institusional 

terhadap tax avoidance.  

Hasil penelitian ini 

sejalan dengan konsep yang 

mengatakan bahwa 

institusional adalah pemilik 

sementara dan memfokuskan 

pada laba jangka pendek, 

seperti yang dikemukakan oleh 

Porter dalam Boediono (2005). 
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Emiten yang dianalisis 

termasuk memiliki struktur 

kepemilikan yang 

terkonsentrasi pada suatu 

institusi yang biasanya 

memiliki saham yang cukup 

besar yang mencerminkan 

kekuasaan, sehingga 

mempunyai kemampuan untuk 

melakukan interpensi terhadap 

jalannya perusahaan dan 

mengatur laporan keuangan. 

Akibatnya, manajer dan 

komisaris dipengaruhi oleh 

pengusaha dalam setiap 

tindakanya termasuk dalam 

kebijakan tax avoidance. 

Sedangkan dalam 

hipotesis tiga (H3) menyatakan 

bahwa komite audit 

berpengaruh terhadap tax 

avoidance. Hasil uji hipotesis 

baik parsial maupun simultan 

menunjukkan tidak ada 

pengaruh antara komite audit 

terhadap tax avoidance, 

sehingga H3 ditolak. Penelitian 

ini tidak mendukung teori yang 

sudah ada, tetapi penelitian ini 

mendukung penelitian yang 

sudah dilakukan oleh Swingly 

(2014) dan Mayasari (2014) 

yang menyatakan bahwa 

komite audit tidak berpengaruh 

terhadap tax avoidance.  

Menurut BEI dan 

Bapepam setiap perusahaan 

yang terdaftar di BEI wajib 

memiliki komite audit, yang 

diketuai oleh satu orang 

komisaris independen, dan 

minimal 2 anggota pihak 

eksternal. Berdasarkan hasil H1 

yang ditolak menunjukkan 

adanya korelasi antara 

komisaris independen dan 

komite audit, karena setiap 

komite audit diketuai oleh 

komisaris independen dan 

beranggotan dari dalam dan 

luar perusahaan tidak 

mempunyai pengaruh terhadap 

tax avoidance. Hal ini 

disebabkan karena peran 

pengambilan keputusan lebih 

besar daripada komite audit 

baik dari luar maupun dari 

dalam. Komite audit 

independen tidak bisa 

menjalankan tugasnya dalam 
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mengawasi dan mengontrol  

pengendalian struktural 

perusahaan. Sehinga pihak 

pihak yang mempraktikkan tax 

avoidance tidak dapat 

terdeteksi oleh komite audit.  

KESIMPULAN DAN 

SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan data yang 

diperoleh dan hasil pengujian 

yang telah dilakukan dengan 

menggunakan model regresi 

berganda, maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel 

komisaris independen, 

kepemilikan institusional dan 

komite audit baik secara parsial 

dan simultan tidak berpengaruh 

terhadap tax avoidance, dengan 

nilai sigfikan lebih besar dari 

0.05. Hal tersebut bisa dilihat 

dari nilai determinasi sebesar 

3.4%, dan sisanya 96.6 % di 

pengaruhi oleh faktor lain yang 

tidak dimasukan kedalam 

penelitian ini.  

Saran 

Bagi penelitian yang 

akan datang hendaknya 

pengukuran tax avoidance 

menggunakan model 

pengukuran lain seperti efectif 

tax rate (ETR) dan book tax 

gap. Serta menambahkan 

variabel lain seperti 

profitabilitas dan harga saham, 

sehingga tax avoidance bisa 

diketahui di bagian mana 

emiten melakukan tax 

avoidance.  
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